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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Fajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1985 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Momor 35647,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomord1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Momor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
L.embaran Negara Nomaor 4048),

Undang-Undang Momor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Momor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);

Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 1889 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851,

Undang-Undang MNamar 17 Tahun 2003 tentang Kauangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tsntang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2004 Nomor £3, tambahan Lembaran Negara Nomor 4333);

Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang FPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):
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Feraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pernmbangan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2000 Nomar 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerimtah Nomor 84 Tahun 2001 {Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Momor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Fertanggungjawaban Keuangan Daerar
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Momor4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesta Tahur
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4024 3;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dasrah {Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 MNomar 208, Tambahan Lembaran Megara Momor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daesrah dan YWakil Kepala Daegrah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Momor 4028,

Peraturan Pemerntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara R epublik tndonesia Tahun 2001
MNomor 118, Tambahan Lembaran Megara Nomord 138,

Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang R etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Momor 41337,

Peraturan Pemerirntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 90, Tambahan Lembaran Megara Momor 44163,
Keputusan Menten Dalam Negeri Nomaor 28 Tahun 2002 tentang Pedoman Fenyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapalan dan
Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungawaban serta Fengawasan Keuangan Dasrah;

Keputusan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor - 144/DPRD-KFPS/2004 Tanggal 6 Desember
2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2004 - 2009,



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
Dan
BUPATIKAPUAS

MEMUTUSKAN:

Menatapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2005,
Paszal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, sebagai berikut:

1 Pandapatan Rp. 233 99 208 000
2. Belanja Rp. 301.983.081 000
Surplusf Defisit) Rp. (8283 875 000)
3 Pembiayaan
a.  Penerimaan Rp. 10,283 875000
b, Pengeluaran Rp. 2.000.000.000

Rp. 5.262.875.000




Uraian leblh lanjut Anggaran Pendapatan dan Beianja Dasrah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini vang terdiri dari;

. Lampiran | Ringkasan Anggaran Fendapatan dan Beianja Dasrah

56, Lampiran |l Rincian Ahggaran Pendapatan dan Beianja Daerah

57. Lampiran 1l Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah.
58. Lampiran IV~ Daftar Jumlah Fegawai per Golongan dan per Jabatan

59 LampiranV  Daftar Piutang Daerah

B0 Lampiran V| Daftar Pinjaman Daerah

B1. Lampiran vIl | Daftar Investasi (Fenysrtaan Modal) Dasrah

62. Lampiranyll| Daftar Aktiva Tetap Dagrah, dan

83, Lampiran ¥ . Daftar Dana Cadangan

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Dasrah

ini

Pasal 4

Cohanal landacan anaracinnal nalalrcanaan Ronati manatanlsan Paratiiran Rinati tantana Paniaharan Panikhaban &nanaran






